
A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAH ULUAN 

Di zaman pembangunan dan keadaan Negara yang dalam 

masa sulit 1m aspek hukum sangatlah diperlukan d alam 

menunJang dan menertibkan keadaan Negara kita. Oleh karena 

itu pembaharuan atau Unzj1kas i hukum mutlak diperlu ka n 

supaya hukum di Negara kita ini bi sa digunakan atau berlaku 

sesu ai de nga n kebutuhan jaman saat ini , mengingat Ta ta Hukum 

Negara kita merupakan tata hukum ya ng se baga ian 1s1ny a 

merupakan tata hukum ya ng m as ih diYvarnai tata hukum 

pemer intahan Kolonial Belanda. 

Hal tersebut diatas bukan berarti Bangsa Indonesia tidak 

p e rnah mampu untuk melakukan pembaharuan hukum , namun 

perlu disadari bahwa melakukan pembaharuan hukum bukanlah 

suatu pekerjaan yang ringan melainkan suatu pekerjaan yang 

mem butuhkan pemikiran-pemikiran atau langkah-langkah yang 

tepat. Mengingat Negara Republik Indonesia merupakan suatu 

negara yang memi l iki keragaman at au kem aj em uk an masyarakat 

maupun kebudayaannya , ya ng k esem u anya itu m e nuntut untuk 

bisa m emiliki ta ta hukum yang d a pat d it er im a o leh semua unsur 

atau lapisan warga Negara Republik Indonesia. Untuk itu periu 
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diseleksi tata hukum yang diganU, diperbaharui, ataupun 

dipertahankan , ses ua i de ngan kebutuhan dewasa ini . 

Salah satu hasil dari usaha tersebut ialah pembah aruan 

hukum dibidang hukum acara pidana yai tu denga n 

diunda ngkannya Kita Undang - undang Hukum Aca ra P idana dan 

dinyatakan dicabutnya ketentuan-ketentuan mengenai hukum 

acara pidana y·ang termuat c!idalam : 

1. Het ln:: e lan e Inland Reg/emend (HI R). 

2. Unc!ang-unc!ang no. 1 darurat tahun 195 1. 

3. K etentuan-ketentuan yang diatur di dalam perundang

unc!angan lain sepanjang menyangkut hukum acara pic!ana. 

Menurut Romli Atmasasmita penjabaran asas -asas yang 

terkandung dalam Kitab Undang-unc!ang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) menimbulkan perubahan ya ng mendasar t erhac!ap tata 

cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia . 

Pe rub a han te rseb ut tampa k de nga n ada nya peri i nd unga n 

hak asasi manusia da lam keseimbangan dengan kepentingan 

um um , d engan m aks ud agar masyarakat c!apat menghayati akan 

hak dan kewaj ibannya sebagai waraga negara . 

Saat kita te lah mem iliki dasar -c!asar hukum ya ng 

tentunya sangat menunjang dalarn pembangunan , contohnya 

yaitu dengan c!iberlakukan Undang-undang Negara Republik 

Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang 
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diundangka n pada tanggal 31 Desember 1981 , yang kemu d i a n 

kita kenai dengan nama Kit ab U ndang-und ang H uk um Acara 

Pidana (KUHAP). 

"A da pun tujuan H ukum Aca ra Pidana adalah untuk 
mencari dan mendapatkan atau se tida k-tid aknya me nd ekati 
kebenaran materil , ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya 
dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan
ketentuan hukum acara pi dana secara j ujur dan tepat, den gan 
tujuan untuk mencari siapakah pelaku ya n g dapat didakwakan 
melakukan suatu pelanggaran hukum , dan se la nj utn ya me minta 
pemer iksaan dan putusan dari pengadilan g una m enemukan 
apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan 
apakah orang ya ng didakwakan ini dipersa l ahkan. " 1 

Untuk memenuhi harapan tersebut , maka perlu dilihat 

penerapan K ita b U ndang -un da ng Hukum Acara Pidana 

( KUHAP) dalam praktek se hari-hari. Dari praktek tersebut a kan 

diketahui apaka h ada kesengajaan a nt a ra teori dan praktek nya , 

sebab suatu Unda n g-undang se la lu menyamar a takan persiti w a-

peristiwa yang diatur den gan ak ibat yang sa ma pu la. Dengan 

dem iki a n Undang-undang tidak dapat me I i put peristi wa 

kemasyaraka tan secara rinci atau boleh dikatakan Undang -

undang masih memiliki banyak kelemahan . 

Begitu pula menge nai tujuan pen y it aan ba ra ng-barang 

yang digunakan seseo rang dalam melakukan tindak pidana a tau 

barang hasil dari tindak pidana, tidak lain aclalah cliguna ka n 

sebagai barang buk ti yang sela njutn ya untuk menentukan bena r 

tidaknya seseo rang ya ng telah melakukan kejahatan , se bab 

1 Syarifuddin Pettenasse, Hukwn Acara Pidana, Penerbit Unsri , Palembang, 1997, hal. 69 
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barang bukti merupakan suatu sy arat mutlak atau haru s ada 

daiam setiap penyidikan perka ra. 

Meskipun tujuan dari penyitaan barang bukti tersebut 

tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana akan tetapi dapat diambil 

kesimpulan mengena1 tujuan dari penyitaan seperti yang 

dinyatakan dalam pasaJ 1 angka ke-16 Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana , bahwa: 

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk 
mengamb il alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya 
benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak 
berwuj ud u ntuk kepenti ngan pem bu ktian dal am pe nyi di kan, 
penun tutan , dan peradilan. 

Pada sisi lerlentu , meskipun penyitaan yang dilaku kan 

oleh penyidik telah diatur dan ditetapkan oleh Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetapi masih ada saja 

hal-hal yang menyulitkan penyidik dalam melakukan penyitaan 

suatu barang tertentu. Sebagai contoh adalah jika alat bukti 

yang digunakan pelaku dimusnahkan oleh sipelaku, maka 

petugas akan mengalami kesulitan dalam melakukan peny itaan 

terhadap barang bukti yang akan diaj ukan ke persidangan , 

denga n begitu petugas akan mengalami hambatan dalam 

melakukan penyidikan te rh adap tersangka yang kemudian 

perkaranya tidak akan cepat terselesaikan. 
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Mengenai penyitaan menurut A. Hamzah Ka rena adanya 

kata -kata dalam pasal 38 ayat (2) ya itu 

" Tanpa mengurangi ketentuan ayat ( 1) an tar a surat izin 
t e rl e b i h d a h u I u , pen y i d i k m aka i t u h a r u s d i t a fs i r k a n a p a b i l a 
peny itaan terse but tidak disetuju i ole h ke tu a Pengadilan 
Negeri, maka pen y itaan te rhadap b arang ters e but harus 
dibata l kan. " 2 

K i ta mengenal asas pradu ga tak bersa lah merupa ka n 

suatu pnns1p yang harus dimiliki oleh setiap warga n egara 

bukan han ya untuk penegak hukum. Di dalam Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana yang lebih menonjolkan seg i 

perlindungan terhadap hak-hak asas1 m a nust a di dalam 

kese imb angan untuk kepentingan hidup berm asyaraka t. Denga n 

maksud agar hak dan kewajibann y a se baga i warga Negara dapat 

di h aya ti m asya rakat, juga untu k me nin gkatkan s ik ap tegas yang 

d iambil o leh para pelaksana penegak hukum agar sesuai den gan 

fungsi dan wewenang nya berdasarkan Undang-un dang Dasar 

1945 . O leh karena itu berdasarkan uratan dia tas, maka 

pen ul is an skri psi ol eh pe nul is m engambi l j udul " PENYIT AAN 

BARANG BUKTI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 

(STUDIKASUS DI KEPOLISIAN RESORT METRO T AN GERANG 

B E RDASARKAN UU N0.8 TAHUN 1981). 

2 Andi Hamzah, Huhum Acara Pidana Indonesia, CV Sapta Artha Jaya. Jakarta. l996.hal 152. 
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B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari pengertian atau pembahasan tersebut 

di atas pelaksanaan penyitaan pada dasarnya tidak dapat 

dipisahkan dengan usaha membina serta meningkatkan 

kesadaran hukum secara individu. 

Menurut Undang-und ang Dasar 1945 yang berlaku di 

Negara Republik Indonesia setiap warga negara harus bisa 

menghayati akan hak dan kewajibannya serta sanksi-san ksi 

yang dikenakannya apabila melakukan tidak pidana . Dalam 

keadaan seperti ini banyak sekali kejadian-kej a dian y an g cukup 

menarik untuk dibahas dalam masalah penyitaan barang bukti 

dalam proses perkara pidana. Dalam penulisan skripsi ini 

dikemukakan sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara penyidik melakukan penyitaan barang bukti 

selama proses perkara pidana ? 

b. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui oleh penyidik 

dalam melakukan penyitaan barang bukti ? 

c. Upaya-apakan yang dilakukan penyidik dalam mengatasi 

hambatan-hambatan tersebut ? 
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B erdasarkan permasalahan di ata s m aka tuj uan dar i 

penelitian yang h e nda k di capa i m e Ji put i : 

a. Untu k m e nge tahui pro se dur pe nyi t aa n ba ra ng bukti dalam 

proses p e rk a ra pida n a . 

b. Untu k menge tahui hambatan-hambata n ya n g di tem ui oleh 

pe yidikan dalam proses penyitaan barang bukti . 

c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pen y idik da Jam 

men gatasi hambatan- hambatan tersebut . 

2 . Me todc Penelitian 

Di dalam menyusun skripsi penuli s melakukan pengumpulan

pengumpulan data yang diperlu.kan dengan menggu.nakan metode 

sebagai berikut : 

a. Segi Teo rit is. 

Yang dim aksud d e n gan peneliti a n da ri Segi Teoritis 

a dalah data atau bahan yang diperoleh dari membaca 

literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis 

bahas. 

b. Seg i Prak ti s 

Yang dimaksud dengan penelitian dari Segi Prakti s adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan di lingkungan masya rakat te r1entu baik pada 
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lembaga organisasi kemasyarakat atau sosial maupun lembaga

lembaga pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diambil oleh penulis. 

Supaya mendapatkan hasil yang memuaskan di dalam melaksanakan 

penelitian lapangan ini diperlukan teknik pengumpulan data secara: 

a. Teknik observasi 

Yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap perubahan-perubahan yang terjad i pada objek 

penelitian . 

b . Tek nik wawancara 

Yai tu mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan 

kepada petugas di Kepolisian Resort Metro 

T angerang, dalam usaha mengumpulkan informasi 

untuk kelengkapan penelitian 1111. 

c . Teknik dokumentasi 

Yaitu digunakan untuk menun_1ang basil wawancara 

ya ng masih kurang atau belum lengkap , studi 

dok umen juga pen ulis g unak an yang berupa data-da ta 

yang ada pada tempat penulis melakukan penelib a n 

( Studikasus di Kepolisian Resort Metro T a ng erang). 

Sedangkan untuk teknik analisa data , metode 

yang digunakan penulis adalah metode diskri ptif. 
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Pengk ajian di dala111 s kri ps i 1n1 penulis 

be r m a k s u d 111 e 111 be r i k an gam b a ran d a n p e nj e I as an 

tentan g terjadin ya p e n yi taan baran g bukti dalam 

proses penyidikan beserta hambatan-hambatan dala111 

proses perkara pidana yang dialami penyidik , selain 

itu juga disinggung upaya-upaya apa saJa yang 

dilakukan penyi dik untuk mengatasi hambatan

hambatan ter se but atas dasar data-data ya n g diperol e h 

dari hasil wawancara dengan beberapa re sponden yang 

ada kaitannya dengan kejadian terseb ut yang 

ke111ud ian pe nuli s gunakan untuk m e nga nalis a dan 

mengklas i f ikasikan s uatu 111asalah. 

D. S istematil{a Pe nulisan 

Di dalam m e nyusun skripsi yang berjudul "Penyitaan 

Barang Bukti Dalam PenyidikanTempat Perkara (S tudikasus di 

Kepolis i Resort Metro Tangerang Berdasarkan U ndan g- undang 

No.8 /Tahun 1981 )" ini penulis membagi dalam beberapa bab 

seperti berikut ini: 

BABJ PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahul ua n ya n g terdiri dari !a tar 

be lakang dan alasa n pe mberian judul , per111asalahan , 

tujua n penelitian, m eto dol ogi dan siste m atika 

penu lisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Mengenai tinjauan umum tentan g barang bukt i, yang 

mana dalam bab 1m akan dibahas mengena1 

pengertian barang bukti , penyitaan , serta tata cara 

p e n y i taan barang bukti. 

BAB III METODE PENELlTJAN 

Merupakan metode penel itian yang meng uraikan 

mengena1 lokasi penelitian , pendekatan, b aha n 

hukum, teknik pengumpulan bahan hukum , te knik 

pengolahan bahan hukum , anali s is bahan hukum . 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Ivferupakan inti dari penulisan skripsi ya ng berisikan 

has il penel itian dan pembahasan meng e nai penerapa n 

dan hambatan serta upaya-upaya dalam mengatasi 

kendala dalam penerapan penyitaan barang bukti 

se la m a dalam proses pidana. 

B AB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini sebagai penutup yang berisikan tentang 

kes impulan serta saran-saran. 
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